
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 01 

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 02 

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

DIREKTORAT RESERSE SIBER KEPOLISIAN DAERAH BALI 

(DITRESSIBER POLDA BALI) 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan 

seksual bagi korban revenge porn di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali? 

2. Apa faktor penghambat implementasi hak pemulihan penghapusan konten 

bermuatan seksual bagi korban revenge porn di wilayah hukum Kepolisian 

Daerah Bali? 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Bagaimana perkembangan kasus revenge porn khususnya setelah 

diberlakukannya UU TPKS? (data statistik/jumlah kasus revenge porn milik 

Ditressiber Polda Bali terhitung sejak diberlakukannya UU TPKS) 

2. Bagaimana Ditressiber Polda Bali menyelenggarakan penegakan hukum 

dalam penanganan kasus revenge porn? 

3. Bagaimana urgensi bagi Ditressiber Polda Bali dalam menangani kasus 

tindak pidana revenge porn antara penyelesaian hukum bagi pelaku tindak 

pidana revenge porn dengan upaya pemenuhan hak pemulihan penghapusan 

konten bermuatan seksual bagi korban revenge porn di wilayah hukum 

Kepolisian Daerah Bali? 



 
 

 

4. Bagaimana Ditressiber Polda Bali melakukan upaya pemenuhan hak 

pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban revenge porn 

di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali? 

5. Apa tantangan atau faktor penghambat yang dihadapi Ditressiber Polda Bali 

dalam menangani kasus revenge porn dan melakukan upaya pemenuhan hak 

pemulihan penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban revenge porn 

di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali? 

6. Bagaimana strategi Ditressiber Polda Bali dalam mengatasi kendala atau 

hambatan yang dihadapi saat melakukan upaya pemenuhan hak pemulihan 

penghapusan konten bermuatan seksual bagi korban revenge porn di wilayah 

hukum Kepolisian Daerah Bali?  

 



 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DIREKTORAT 

RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH BALI 

(UNIT PPA DITRESKRIMUM POLDA BALI) 

 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi hak pemulihan penghapusan konten bermuatan 

seksual bagi korban revenge porn di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali? 

2. Apa faktor penghambat implementasi hak pemulihan penghapusan konten 

bermuatan seksual bagi korban revenge porn di wilayah hukum Kepolisian 

Daerah Bali? 

 

Daftar Pertanyaan 

1. Apa tugas dan kewenangan UPPA Polda Bali terkait penyelenggaraan 

perlindungan hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual 

yang melibatkan perempuan? (sasaran, bentuk, dan prosedur) 

2. Kapan perempuan sebagai seorang korban dari kekerasan seksual perlu 

mendapat layanan perlindungan hukum dari UPPA? Atau Kapan UPPA 

melaksanakan upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual? 

(parameter diberikannya perlindungan hukum, kapan dimulai, dan kapan 

diakhiri)  

3. Siapa saja yang terlibat dalam menjalankan kewenangan tersebut? (pihak 

individu, jabatan, lembaga, atau instansi) 



 
 

 

4. Sejauh mana keterlibatan psikolog atau konselor lainnya dalam upaya 

menguatkan dan memulihkan mental korban kekerasan seksual?  

5. Dimana penyelenggaraan perlindungan korban terkait upaya pemulihan 

korban kekerasan seksual dilakukan? 

6. Bagaimana jalannya proses penyelenggaraan perlindungan hukum oleh 

UPPA Polda Bali kepada korban kekerasan seksual? (target capaian, kendala, 

serta hambatan) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 03 

DAFTAR INFORMAN DAN NARASUMBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DAFTAR INFORMAN DAN NARASUMBER 

 

1. Nama : AKP I Made Martadi Putra, S.Kom., M.T., M.Sc. 

Jabatan : Kanit I Subdit III 

Instansi : Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Bali 

 

2. Nama : IPDA I Ketut Siwa Darmadi, S.H. 

Jabatan : PS Panit I Unit II Subdit III 

Instansi : Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Bali 

 

3. Nama : AKP Ni Nyoman Sri Utami, S.H. 

Jabatan : Kanit IV Subdit IV 

Instansi : Unit Perlindungan Perempuan dan Anak 

  Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Bali 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 04 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Wawancara Dengan AKP I Made Martadi Putra, S.Kom., M.T., M.Sc. Selaku 

Kanit I Subdit III Direktorat Reserse Siber Kepolisian 

Daerah Bali (17/02/25) 

 

 

Wawancara Dengan IPDA I Ketut Siwa Darmadi, S.H.Selaku PS Panit I Unit 

II Subdit III Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Bali (04/03/25) 

 



 
 

 

Wawancara Dengan AKP Ni Nyoman Sri Utami, S.H. Selaku Kanit IV Subdit 

IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Direktorat Reserse Kriminal 

Umum Kepolisian Daerah Bali (19/03/25) 
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